SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Menimbang

Mengingat

KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa negara menjamin perlindungan terhadap hak
asasi manusia khususnya perlindungan terhadap
perempuan dan anak;

bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak merupakan penyelenggara
pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah
lainnya;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan tugas jabatan Pengawas Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,
perlu diatur dalam Peraturan Bupati,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Jabatan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 157);

6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah  Perlindungan
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat
UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional
pada Dinas, yang berfungsi sebagai penyelenggara
Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah
lainnya.



Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi yang
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pemulihan adalah segala upayauntuk mengembalikan
kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian
sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

BAB Il
URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS

Pasal 2

Kepala UPTD PPA merupakan Jabatan Pengawas pada
UPTD PPA.

Pasal 3

Uraian tugas Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 meliputi:

a.

1

menyusun program kegiatan UPTD PPA berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

menyusun bahan perumusan Kkebijakan teknis
perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan
yang berlaku;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membagi tugas dan memberikan arahan kepada
bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai
dengan bidang tugasnya guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala
bidang dan sub bagian pada dinas agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

melaksanakan pembinaan ketatausahaan vyang
meliputi pengadministrasian umum, dan
pengadministrasian keuangan;

melakukan penerimaan dan Kklarifikasi pengaduan
masyarakat;

melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan
secara tidak langsung;

melakukan pengelolaan kasus;

melindungi korban di penampungan sementara;
melaksanakan mediasi;

melakukan pendampingan hukum pada saat proses
diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses
peradilan, serta bantuan hukum lainnya;

melakukan pendampingan korban dalam upaya
pemulihan;



m. membina dan meningkatkan kemampuan pegawai di
lingkungan UPTD PPA,;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan UPTD PPA sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

0. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas
bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan Kkepada
atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
ROBER CHRISTANTO
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
"KARANGANYAR,
ian Hukum

71999032007



